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Wali Kota Bogor 

Provinsi Jawa Barat 
 

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR 

NOMOR  7  TAHUN 2019 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH                  
KOTA BOGOR NOMOR 6 TAHUN 2012                                 

TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA BOGOR, 

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 
Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 
tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan              
di Daerah sebagaimana telah diubah               
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri  

Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan  
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 
Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin 
Gangguan di Daerah, perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 
Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan 
Tertentu; 
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota 
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam 
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang     
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan 
Undang-Undang Nomor 16 dan 17          
Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) 
tentang Pembentukan Kota-Kota Besar           
dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1954      
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua         
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 
Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 27               
Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan 
Izin Gangguan di Daerah sebagaimana  
telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 
tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan 
di Daerah; 
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5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 
Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan 
Tertentu (Lembaran Daerah Kota Bogor  
Tahun 2012 Nomor 3 Seri C) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah  
Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2015              
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran 
Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 1      
Seri C); 

6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukan                  
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor 
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 
Nomor 1 Seri D); 

7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2                
Seri E); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR 
 

dan 
 

WALI KOTA BOGOR 
 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN 
DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 6            
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI 
PERIZINAN TERTENTU. 
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Pasal  I 
 

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 
Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran 
Daerah Kota Bogor  Tahun 2012 Nomor 3 Seri C) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah                  
Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan 
Tertentu (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 1 
Seri C) diubah sebagai berikut: 
 
1. Ketentuan Pasal 1 angka 21, angka 22, angka 23,              

dan angka 32 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai 
berikut: 
 

Pasal  1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan: 

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia            
yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia    
Tahun 1945. 

2. Daerah adalah Kota Bogor. 

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat 
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah. 

4. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah DPRD Kota Bogor. 

6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan 
tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

 

 



5 
 

7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang 
daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk 
menampung seluruh penerimaan daerah                        
dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran 
daerah.  

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal 
yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan 
usaha maupun yang tidak melakukan usaha              
yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 
komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, 
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 
sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga                     
dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi 
kolektif dan bentuk usaha tetap. 

9. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi 
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran                 
atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah 
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu 
Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin 
kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan 
untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian,                
dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, 
serta penggunaan sumber daya alam, barang, 
prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna 
melindungi kepentingan umum dan menjaga 

kelestarian lingkungan. 

11. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam 
atau dilekatkan secara tetap pada tanah                
dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. 
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12. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan 
konstruksi yang menyatu dengan tempat 
kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada          
di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air,             
yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan 
kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, 
kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, 
budaya maupun kegiatan khusus. 

13. Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan 
fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu         
dengan tempat kedudukannya, sebagian                       
atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam 
tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk 
tempat hunian atau tempat tinggal. 

14. Prasarana dan sarana bangunan gedung adalah 
fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar bangunan 
gedung yang mendukung pemenuhan 
terselenggaranya fungsi bangunan gedung. 

15. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya       
disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan                
oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan 
gedung fungsi khusus oleh Pemerintah Daerah     
kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun 
baru, mengubah, memperluas, mengurangi,        
dan/atau merawat bangunan gedung sesuai         
dengan persyaratan administratif dan persyaratan 
teknis yang berlaku. 

16. Retribusi IMB adalah retribusi atau jasa                       
yang disediakan oleh Pemerintah Daerah                    
dalam rangka pemberian izin untuk mendirikan, 
memperbaiki, memperluas atau mengubah suatu 
bangunan. 

17. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat 
KDB adalah angka persentase perbandingan antara 
luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas 
lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan              
yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana 
tata bangunan dan lingkungan. 
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18. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat 
KLB adalah angka persentase perbandingan antara 
luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah 
perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai 
rencana tata ruang dan rencana tata bangunan               
dan lingkungan. 

19. Koefisien Ketinggian Bangunan yang selanjutnya 
disingkat KKB adalah persentase berdasarkan 
perbandingan antara jarak yang diukur dari lantai 
dasar bangunan, di tempat bangunan gedung tersebut 
didirikan sampai dengan titik puncak bangunan. 

20. Indeks Terintegrasi adalah bilangan hasil korelasi 
matematis dari indeks parameter-parameter fungsi, 
klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung 
sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi 
untuk menghitung besaran retribusi.   

21. Dihapus. 

22. Dihapus. 

23. Dihapus. 

24. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan 
secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional 
atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat 
kegiatan wilayah. 

25. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang melayani 
angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh 
kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk 
dibatasi seefesien mungkin, dengan peranan 
pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat                

dalam kota. 

26. Jalan Kolektor Primer adalah jalan                                   
yang menghubungkan secara berdaya guna antara 
pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, 
antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat 
kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal. 
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27. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang melayani 
angkutan pengumpulan atau pembagian                        
dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan 
rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi, 
dengan peranan pelayanan jasa distribusi                 
untuk masyarakat di dalam kota. 

28. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan 
secara berdaya guna pusat kegiatan nasional     
dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan 
wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan,                
antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal 
dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat 
kegiatan lingkungan. 

29. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan menghubungkan 
kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, 
kawasan kedua dengan perumahan, kawasan 
sekunder ketiga dan seterusnya sampai                               
ke perumahan. 

30. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi 
melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan 
jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah. 

31. Indeks Lokasi adalah tingkatan pemberatan akibat 
suatu kegiatan usaha yang ditentukan                        
atau didasarkan atas penempatan usaha. 

32. Dihapus. 

33. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum 
untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal 
dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap,           
baik berjadual maupun tidak berjadual.  

34. Retribusi Izin Trayek adalah retribusi atau jasa            
yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan pembinaan, pengaturan, pengendalian, 
dan pengawasan atas kegiatan pengoperasian 
angkutan umum dalam trayek tetap dan teratur                
di dalam wilayah daerah. 
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35. Izin Operasi Angkutan adalah izin yang disediakan 
oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan 
pembinaan, pengaturan, pengendalian,                           
dan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan 
orang dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi          
yang telah ditetapkan, sehingga terciptanya 
keseimbangan antara penawaran dengan permintaan 
terhadap jasa angkutan. 

36. Izin Insidentil adalah izin yang disediakan                    
oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan 
pembinaan, pengaturan, pengendalian,                           
dan pengawasan terhadap penyelenggaraan        
angkutan orang di luar ketentuan Izin Trayek, 
sehingga merupakan jaminan keamanan                         
dan keselamatan bagi pengguna jasa angkutan. 

37. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan       
yang menurut ketentuan peraturan                       
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk 
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut 
atau pemotong retribusi tertentu. 

38. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu 
yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi 
untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu          
dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 

39. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya 
disingkat SSRD adalah bukti pembayaran                    
atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan 
dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan 
dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat 

pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota. 

40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi       
yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi 
yang terutang. 
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41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar              
yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat 
ketetapan retribusi yang menentukan jumlah 
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit 
retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang 
atau seharusnya tidak terutang. 

42. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya 
disingkat STRD adalah surat untuk melakukan 
tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif 
berupa bunga dan/atau denda. 

43. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan 
menghimpun dan mengolah data, keterangan 
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif  
dan profesional berdasarkan suatu standar 
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan daerah dan retribusi             
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan ketentuan peraturan                  
perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi 
daerah. 

44. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya  
disebut penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil 
tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah                     
yang diberikan wewenang khusus                             
oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan 
terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. 

45. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah 
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan                  
oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan 
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak 
pidana di bidang retribusi yang terjadi                               
serta menemukan tersangkanya. 
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2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b diubah, sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal  2 

 
(1) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:  

a. retribusi IMB;  

b. Dihapus;  

c. retribusi Izin Trayek;  

d. retribusi Perpanjangan IMTA.  

(2) Jenis retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan 
sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. 

 
3. Ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 dihapus, 

sehingga berbunyi sebagai berikut:  
 

Pasal  15 

 
Dihapus. 

 
Pasal  16 

 
Dihapus. 

 
Pasal  17 

 
Dihapus. 

 

4. Ketentuan Lampiran IV dihapus 
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Pasal  II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kota Bogor. 
 
 
 

Ditetapkan di Bogor 
pada tanggal 12 Agustus 2019 
 

WALI KOTA BOGOR, 

       Ttd. 
BIMA ARYA 

 
Diundangkan di Bogor 
pada tanggal 12 Agustus 2019 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR, 
                       Ttd. 
            ADE SARIP HIDAYAT 
 

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR  
TAHUN  2019  NOMOR  1  SERI  C  

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM 
DAN HAK ASASI MANUSIA, 

                  
                           Ttd. 
       

 

 

AMIK HERWIDYASTUTI, S.H., M.Si. 

NIP. 19630220 1991092001 
 

 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR,          
PROVINSI JAWA BARAT : (7/154/2019). 

 

 


